
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN

KEP'UTUSAN I{OMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN

NOMORT 19 /Kpts/KPU-Kota-Oo3.435L52/2013

TENTANG
JUMLAH KURSI DAN JUMLAH SUARA SAH PALING RENDAH UNTUK
CALON YANG DIAJUKAN PARTAI POLITIK ATAU GABUI{GAN PAR,TAI

POLITIK DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN \YAKiL WALIKOTA
PARIAMAN TAHUN 2013

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN,

8Ie nimbang baliwa ketentuan Pasal 59 ayat (2) Undang-
Undang Nouror 32 Tahnn 2OO4 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah
diubah beberaper kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 1,2 Tahun 2008
tentang Pembahan Kedua atas Undang-
Unda-ng Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah jo Pasal 36 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005
tentang Pemilihan, Pengesahan
Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala
Daerah dan \,lzakil Kepala D;rerah
sebagaimana diubah beberapa kali terakiiir
der-rgan Peraturarr Pemerintah Nonoi: 7S
Tah.un 2072 tentang Perubahan Keempat Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2OO5
tentang Pemilihan, Pengesahan
Pengangkatan, dan Pembei-hentian Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah
menyata-kan bahwa Partaj poiitik ata.L1
gabul-rgan partai politik dapat mendaftarkar-r
pasangan calon apabila memenuhi
persyaratan perolehan sekllrang-kurangnya
15% (1ima belas persen) dari jumlah kursi
DPRD atau 15% (1ima belas persen) dari
akr-rmulasi peroleharr suara sah dalam
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Pemilihan Umum
yang bersangkutan;

anggota DPRD di daerah

b. bahwa ketentuan Pasa,l 1O ayat (3) huruf c
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2077
tentang Penyelenggara Pemilihal Umum
memberikan tugas darr wervenang kepada
KPU Kabupaten/ Kota dalam penyelenggaraan
pemilihan bupati/walikota untuk menJ tsun
dan menetapkan pedoman tekrris untuk setiap
tal:apan penyelenggaraan pemilihan
bupati/walikota berdasarkan ketentllar
peraturan perundang-undangan;

C bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagairnala dimaksud dalam huruf a dan
huruf b, perlu membentnk Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman
tentang Jumlall Kursi dar Jumlah Suara Sah
Paling Rendah Untuk Calon yang Diajukan
Partai Politik atau Gabungan Partai Politik
dalam Pemilihar Umum Walikota dan Wakil
Walikota Pariaman Tahun 2O 13;

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahal Lembarari Negara Nomor 437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undalg Nomor 12
Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2OO8 tentang
Partai Politik (Lembaral Negara Republik
Indonesia Nomor 02 Tahun 2008, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
a801);

3. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2oll
tentang Penyelenggara Pemilihan Umum
(Lembaral Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5246);

Mengingat
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4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005
tentang Pemilihal, Pengesahal Pengangkatan,
dal Pemberhentian Kepala Daerair darr Wakil
Kepala Daerah (Lembaran Negara Repubiik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan
l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor
4480) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir denga-n Peraturan Pemerintah Nomor
78 Tahun 2OL2 terrtalrg Perubalian Keempat
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun
2005 tentang Pemilihan, Pengesahan
Pengalgkatan, dan Pemberhentian Kepala
Daerah darr Wakil Kepala Daerah (Lembaral
Negara Republik Indonesia Tahun 2O12 Nomor
184, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5344);

5. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia Noru.or M.HH-
04.AH.1 1.O1 Tahun 2Ol2 terfiang Pengesahal
Anggaran Dasar, Anggaral Rumah Tangga,
Nama, Lambalg, Tanda Gambar dan Susunan
Kepengurusan Partai Daerah Menjadi Partai
Persatuan Nasional Periode 20 7 1-2O 76.

6. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-
l-4.AH.11.O1 Tahun 2012 tentang Pengesahan
Perubahan Anggaral Dasar/Anggaran Rumah
Tangga, Nama, Lambalg, Logo, Dal Tanda
Gambar dal Susunan Kepengurusan Partai
Perjuangan lndonesia Baru Menjadi Partai
Kedaulatan Balgsa Indonesia Baru.

7. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-
15.AH.11.01 Tahun 2O12 tentang Pengesahan
Perubahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah
Tangga, Nama, Lambang, Logo, Tanda Gambar
dan Susunal Kepengurusal Partai Sarikat
Indonesia Menjadi Partai Nasional Republik.

8. Peratural Komisi Pemilihar:. Umum Nomor 31
Tahun 2O08 tentang Kode Etik Penyelenggara
Pemilihan Umum;
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9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9

Tahun 2010 tentang Pedomal Pen)'Lrsunan
Tahapan, Program dan Jadwa-l Waktu
Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala
Daerah dan Wakil Kepala daerah ;

10. Peraturan komisi Pemilihal Umum Nomor 9
Tahun 2012 tenta-ng Pedoman Teknis
Pencalonan Pemilihal Umum Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah ;

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota
Pariaman No. 47 Tahun 2009 Tentalg
Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota
Dewal Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Pariama:r Tahun 2009;

12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota
Pariaman Nomor: 3 /Kpts/KPU-Kota-
OO3.435L52{2OLO Tahun 2Ol3 tentang
Tahapan, Program, dal Jadwa-1

Penyelenggaraan Pemilihal Walikota dan Wakil
Walikota Pariarn an Tahun 2013 ;

13. Keputusan Komisi Pemilihal Umum Kota
Pariaman Nomor: /Kpts/KPU-Kota-
OO3.435152/2O13 Tahun 2O1.3 tentang Tata
Cara Pencalonan Dalam Pemiiihan Walikota
dal Wakil Walikota Pariamarr Taliun 2013 ;

14. Nota l(esepakatan Antara Walikota Pariaman
Dengan Komisi Pemilihan Umum Kota
Pariamal tentang Penyelenggaraan Pemilihan
Umum Walikota dan Wakil Walikota Pariariran
Tahun 2OL3 Nomor 02IHUK/-NK/2013 dan
Nomor 70lKPU-Kota-oo3.435 152 / 20 L3;

15. Naskah Peq'anjian Hibah Antara Pemerintah
Kota Pariamal Dengan Komisi Pemilihan
Umum Kota Pariamar tentang Pemberian
Hibah Untuk Penunjang Penyelenggaraan
Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota
Pariaman Tahun 20 1,3 Nomor 01/HUK-
PJJ/2OI3 dan Nomor 7l/KPU-Kota-
o03.43s 1s2lr1l20t3;
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Memperhatikan

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

I,'CI-\TDA'N

Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota
Pariaman pada Tanggal 25 {Dua Puluh Enam)
Maret 2O 13.

MEMUTUSKAN:

JUMLAH KI'RSI DAN JUMLAH SUARA SAH
PALING RENDAH UNTUK CALON YANG
DIAJUKAN PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN
PARTAI POLITIK DALAM PEII/IILIHAN
WALIKOTA DAN WAISL WALIKOTA PARTAMAN
TAIIIIN 2013

Jumlah kursi dan jumlah suara sah paling rendah
untuk calon yang diajukan partai politik atan
gabungan partai politik dalam Pemilihan Walikota
dan Wakil Wa.likota Pariaman Tahun 2O13;

Jumlah kursi dal jumlah suara sah paling rendah
untuk pasangan calon Pemilihan Walikota dan
Wakil Walikota yang diajukan dari Partai Politik
at-au Gabungan Partai Politik menggr:nakan salah
satu prosentase, yaitu Partai Politik Atau
Gabungal Partai Politik memperoleh sekurang-
lr,:rangnya 15% (lima belas perseratus) dari
jumiah kursi DPRD Kota Pariaman, atau
presentase 15% {1ima belas perseratus) dari
akumulasi perolehan suara sah da-lam Pemilihan
Umum Anggota DPRD Kota Pariaman Tahun
2009;

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang
rnengusulkan pasangan calon Pemilihan Walikota
dal Wakil Walikota Pariamal adalah Partai Politik
atau Gabungan Partai Politik yang memperoleh
sekurang-kuran gnya 75o/o dali 2O (dua puluh)
kursi DPRD Kota Pariaman adalah sebanyak 3
(tiga) kursi hasil Pemilihari Umum Anggota DPRD
Kota Pariaman Tahun 2OO9;

Paitai Politik atau Gabungan Partai Politik yang
tidak memperoleh kursi di DPRD Kota Pariaman
dapat mengusulkal pasangan calon Walikota dan
Wakil Walikota berdasarkal perolehan suara sah
yaitu sekura:rg-kurangnya 15% (lima belas
perseratus) dari akumulasi perolehan suara sah
(15% x 39.889 suara sah) yaitu seban5.ak 5.984
(lima ribu sembilan ralus delapa:r puluh empat)
suara sah hasil Pemiiihan Umum Anggota DPRD
Kota Pariaman Tahun 2OO9.
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KELIMA

KELIMA

Untuk Partai Politik yang bergabung dan berganti
narna menjadi Partar Politik yang baru
berdasarkal Surat Keputusan Menteri Hukum
dal Hak Asasi Manusia, maka yang berhak
mengusulkan nama pasangan calon Walikota dan
Wakil Walikota Pariaman Tahun 2O13 adalah
Partai baru yang telah di sah kan oleh Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan, dengal ketentuan apabila dikemudian
hari terdapat kekelirual da1am penetapan
keputusan ini, akan diadakan perbaikan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pariaman
Pada tanggal 26 Maret 2013

PEMILIHAN UMUM

JAYAOI?

+
4

,:

jdih.kpu.go.id/sumbar/pariaman


